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RINGKASAN 
PROBLEMATIKA BARANG DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN 

UMUM OLEH BAWASLU KABUPATEN/KOTA 
(Renaldi : 2024, 45 hlm) 

 
Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tentunya tidak lepas dari 
adanya permasalahan dan rintangan, sehingga diperlukannya pengawasan yang 
ketat dan komprehensif dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum mulai dari 
persiapan, pelaksanaan sampai pada akhirnya penyelesaian sengketa Pemilu. Maka 
dibentuklah badan yang bertujuan melakukan pengawasan terhadap pemilu yaitu 
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu berperan utama sebagai pengawas 
dan meninjau tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. 
Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk menindaklanjuti sengketa dan 
perselisihan untuk dilaporkan  kepada  instansi penegak  hukum. Fungsi Bawaslu 
yang hanya sebagai "pengantar dan penghubung", yaitu menyampaikan 
rekomendasi adanya pelanggaran pelanggaran pidana kepada pihak kepolisian, 
Bawaslu tidak cukup memiliki kekuatan untuk memberikan dorongan maupun 
tekanan terhadap Lembaga Kepolisian dalam hal menegakan hukum Pemilu seperti 
pelanggaran pidana dan penanganan barang dugaan tindak pidana Pemilu dalam 
penyelenggaraan Pemilu. Terdapat beberapa persoalan utama terkait dengan 
wewenang Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. Persoalan pertama yaitu 
wewenang bawaslu yang berkaitan dengan Bawaslu sebagai lembaga pengawas 
apakah memiliki wewenang agar dapat menyita dan mengelola barang dugaan 
tindak pidana Pemilu. Selanjutnya, yaitu persoalan berkaitan dengan bagaimana 
Bawaslu menentukan ada peristiwa pidana tanpa menyita barang bukti serta 
bagaimana keselarasan Bawaslu beserta Gakkumdu dalam menanggani tindak 
pidana Pemilu. 
 
Tujuan dari penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
keabsahan dan batas kewenangan dari pada Bawaslu untuk menyita dan mengelola 
barang dugaan tindak Pidana Pemilu. Serta untuk mengetahui bagaimana Bawaslu 
dalam menyatakan dan menetapkan sebuah peristiwa tidak pidana merupakan 
tindak pidana Pemilu tanpa menyita barang temuan. Penelitian ini merupakan 
penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan peneliti dengan desktiptif 
analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa 
suatu objek permasalahan yang diteliti melalui bahan hukum primer dan sekunder 
yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 
 

1. Dalam penanganan barang dugaan tindak pidana Pemilu, Bawaslu tidak 
dapat menyita barang dugaan tindak pidana Pemilu karena perlu otoritas 
yang lebih tinggi untuk itu. Bawaslu tidak dapat melukan penyitaan yang 
sama dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan 
untuk penanganan kasus-kasus Pemilu. Proses penanganan Pelanggaran 
Tindak Pidana Pemilihan umum wajib melewati Sentra Gakkumdu yang 
terdiri dari Unsur Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan Agung. Ketentuan ini 
menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara Bawaslu dan lembaga 



 

 

xi 

penegak hukum dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi. 
Bawaslu juga tidak memiliki wewenang dalam memberikan tekanan kepada 
Kepolisian agar kasus yang telah teruskan agar dapat diusut sampai tuntas 
dan memberikan dampak yang mengakibatkan tertimbunnya kasus 
pelanggaran administrasi dan pidana setiap penyelenggaraan Pemilu. 

2. Dalam menetapkan tindak pidana Pemilu seringkali Bawaslu tidak sepaham 
dengan Kepolisan dan Kejaksaan, hal ini dapat dibuktikan dengan 
banyaknya kasus yang terbengkalai. Bawaslu membawa temuan-temuan 
tindak pidana Pemilu ke polisi akan tidak berarti jika polisi tidak memiliki 
persepsi yang sama dengan Bawaslu, Terlebih Bawaslu tidak memiliki 
wewenang untuk menyita barang bukti karena penyitaan adalah tindakan 
yang membutuhkan otoritas hukum lebih tinggi. Maka dari itu, sangat 
diperlukannya penguatan terhadap wewenang Bawaslu, dengan penguatan 
kewenangan Bawaslu dalam penangan tindak pidana Pemilu di Indonesia 
diharapkan mampu mendukung secara penuh dalam penyelenggaraan 
Pemilu yang bersih dan jauh dari kecurangan Pemilu yang dimana dalam 
masa penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang telah melewati 3 (tiga) 
periode, yaitu orde lana, orde baru, dan era reformasi. 
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ABSTRAK 
 
Bawaslu memiliki wewenang untuk menindaklanjuti sengketa dan perselisihan 
yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak terkait, serta melaporkan hasil temuan 
kepada instansi penegak hukum. Namun, terdapat sejumlah persoalan yang muncul 
terkait dengan wewenang Bawaslu, terutama mengenai kewenangan Bawaslu untuk 
menyita dan mengelola barang dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan dan batasan kewenangan 
Bawaslu dalam hal penyitaan dan pengelolaan barang dugaan tindak pidana Pemilu, 
serta untuk mengetahui bagaimana Bawaslu dalam menyatakan dan menetapkan 
suatu peristiwa sebagai tindak pidana Pemilu tanpa melakukan penyitaan barang 
temuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 
pendekatan deskriptif analitis. 
 
Menurut hasil penelitian ini bahwa : Pertama, dalam penanganan barang dugaan 
tindak pidana Pemilu, Bawaslu tidak dapat menyita barang bukti karena penyitaan 
memerlukan otoritas lebih tinggi yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum 
seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Proses penanganan pelanggaran tindak pidana 
Pemilu harus melalui Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan 
Kejaksaan Agung. Kedua, dalam menetapkan tindak pidana Pemilu, Bawaslu 
sering tidak sepaham dengan Kepolisian dan Kejaksaan, yang menyebabkan 
banyaknya kasus terbengkalai. Bawaslu tidak dapat menyita barang dugaan karena 
penyitaan memerlukan otoritas hukum lebih tinggi. Oleh karena itu, penguatan 
kewenangan Bawaslu sangat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan 
Pemilu yang bersih dan bebas dari kecurangan. 
 
Kata Kunci (keyword): Pemilu, Tindak Pidana, Barang Dugaan, Bawaslu. 
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